
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 
PERATURAN BUPATJ LEBONO 

NOMOR 43 TAHUN 2020 

TENTANO 

HARGA SATUAN POKOK KEOIATAN 
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA &SA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang : a. bahwn clalom rangka efisi('nsi, cfektivit o11 dan 
akunrnhilitas p,,nyusunan anggnran dipcrluknn hnrgr, 
s.-ituim pokok k.-gin111n scbaga.i nlnt untuk mrlnkuknn 

Mcngingat 

pcnilaian kc-wnjnmn nu,s bcban kerjn clan hiayn ynng 
digunnlmn untuk mdaks:makan suatu kegiatan yang 
dircn<:nnnk:m ol~h Organisasi Pcmngkat Daernh; 

b. bnhwa hNrlnsarknn pcrimbnngan seb.-,gaimann climaksud 
pada hurur n di ntas. pc:rlu menrmpknn Pernturan Bupati 
tcn1nng H:irgn Satunn Pokok l.egiatan J.:,,bupaten l..diong 
Tahun 2021. 

I. Undnng-Und:m g Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pcmbentuknn PrO\insi Ocngkulu (Lemh:trnn NegRrn 
Republik lnclonrsin Talwn 1967 Nomor 19, Tarnbnhan 
l~ mbarnn Negara Rc-publik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undnng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1en111ng 
Kcuangan Ncgarn (l~mb:irnn Ncgnrn Republik Indonesia 
Tnhun 2003 Nomor -17. T11mbnhnn Lembnmn Nt"gnrn 
Republik Indonesia Nomor •1286): 

3. Undang-Undnng Nomor 39 Tnhun 2003 tentang 
Pembenwknn 1-abupnten l.ebong <Ian Knbupalen 
Kcp:ihiang di Pro,~nsi Bengkulu (Lemharan Ncgnra 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15-1, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4349): 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 
Perbendaharaun Negara (Lcmbnmn Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negnra Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lcmbaran 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perenc~naan Pe":bangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rcpubhk lndones,n Tohun 2004 Nomor 104 Tambah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); an 
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6. 

7. 

Un~ang-Undan~ Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Penmbangan 1-:euangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 
PC'mbcntulmn Pcrnturan Perundang-Undangar.i (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234). sebagaimana tclah diubah dcngnn Undang-Undnng 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Arns Undang
Undnng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
RcpubHk lnclonesin Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republfk Indonesia Nomor 5587), sebagairnana 
telah diubah bebcrapa kali terakhir dcngan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Unda.ng-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan 
Pelaksanaa.n Pemerintahan Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pcmbangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemcrintah 
Pemeri.ntahan Daerah Provinsi dan Pemcrintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapa~, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluas1 Pelaksanaan R~ncana Pembanguoan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 N 
2 I, Tambahan Lembaran Negara Republik I d om?r 
Nomor 4817); n ones1a 



MenetApkan 

13. 

14. 

Pcraturan Pcmerint~h Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun _2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
R~pubhk Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
d1ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Penibahan Atas Peraturan Pcmerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Pcrangkat Dacrah 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6402); 

Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Pernturan Presidcn Nomor 54 Tahun 2010 tcntang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemeriantah, scbagaimana t~lah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pres1den 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengad,uin Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 , Tambahan 
Lcmbarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5655); 

16. Peraturan Menteri Dalam Ncgerl Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036~, 
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Mcntcri 
Dalnm Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Pcmturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tal,un 
2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201.S 
Nomor I 57); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG HARGA SATUAN 
POKOK KEGIATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pemturan Bupati ini, yang dima.ksucl clengan : 
I. Pcmerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong. 
2. Orgnnisasi Pemngkat Daerah, yang sclanjutnya disingkat OPD adalah 

Organlsasi Pcrangkat Oacrah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lcbong. 

3. Harga Pokok Satuan Kegiatan, ~•ang sclanjutnya disingkat HSPK adalah 
standar y~g digu~akan ':'ntuk menganalisis kewajaran beban kerja atau 
b1aya maks1mal seuap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sctiap OPD er 
lingkungan Pemerintah Dacrah. 

1 

4 . P~',')~ewr~a~ kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai 
cm ~n JCms sama atau hamp,r sama dalam rangka pcnyusunan 
bcJanJa. rencana 



,, 

/ s. Kegiatan adalah sek_umpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa 
sumber de.ya manus1a, pernlatan clan teknologi, da.na ntau kombinasi dari 
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuq 
untuk mcnghasilkan kcluaran (01Jtp11t) dalnm bentuk barang / jasa. 

6. Tim Anggaran Pemcrintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim 
yang dibentuk dengan l{eputusan Bupati dan dipimpin oleh Selaetaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Bupati dalarn rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari 
pejabat pcrencanaan daerah, pejabat pcngclola keuangan daerah clan pejabat 
lainnya sesuai kcbuluhan. 

BABU 
HARGA POKOK SATUAN KEGIA.TAN 

Pasal 2 

Pemerintah daerah menyusun HS?K daJam rangka melakukan penilaian 
kcwajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana 
kegiatan clan anggaran OPD. 

Pasal 3 

HSPK bertujuan untuk meningkatkan elisiensi dan efektilitas pelaksanaan 
kegiatan dan pengendalian anggaran. 

Pasal 4 

HSPK sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan 
yang berlnku untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

(!) Setiap OPD dalam rangka menyusun rencana kegiatan dnn anggarnn wajib 
berdasarkan pada HSPK. 

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran 
Peraturnn Bupati ini. 

Pa11al 6 

(I ) HSPK diformulasikan dalam ben:uk distribusi alokasi anggarnn ke dalam 
kelompok belanja. 

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan pera luran perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Apabila Kclompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) mengalami 
perubahan yang tidak mengubah substansi HSPK, fonnulasi HSPK yang 
dipcrgunaknn mendasarkan pada HSPK sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Apabila terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam HSPK sebagaimana 
d1maksud dalam Pasal 5 ayat (2), TAPD melakukan. pengkaj ian untuk 
penyetaraan kegi_a_ta_n sesuai dengan formulasi HSPK yang telah diatu r dalam 
Peratu ran BupatJ 1n1. 
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/ 
BABW 

PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya. memerintahka11 pengunda11gan Peraturan 
Bupati ini dcngan pcncmpatannya dala m Serita Dacrah Kabupaten Lcbong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal I September 2020 

1',. BUPATI LEBONG, 

~ 
H. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tangga l l September 2020 

H. MUSTARANl 

SERITA DAERAH KABUPATE:N LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 43 

' ~ 
11 



N<lMOll JENIS PEKERIAAN 

2-4,08.03.~ PENCECA TAN OENCAN CAT ROAO Ll!'IE- / M• 
L BAIII\N/MATF.RIAI. : 

20.01.01.06.0 1.03.F Thinner A Spccinl __ -- -- - -20.01.01.or..os.oJ.F Cat Road Unr 

II. UPAH: 
23.0Z.04,0 1.01.F M•ndor 
23.0Z.04.01.02.~ Kir ~la...Tl![(anJ! - -
~3:02.04.01.03.f - --Ju~•'"R 
23.02.04.0 1.04.F -Ptmh:inrn Tuk;inl' 

HARGA. SAT1JAN 
KOEISIEN / SA TIJAN (Rp) 

'13.6 70,00 0.30000 I.li er 
70.070.00 o 3'1Snn 1<:1lcnc 

· l umlnh 

0.00500 o,·.,n~ ,1 ... 1 165.000,00 -o.o I soo n,.rn~ J141•1 - 178.7~0.00 
_ 0.1 SOIJO Orang 11.,rJ - I J0.6110.00 -

0 IOOIIO Oran• llnrl 11 0.6110,00 
lumloh 

Nib.I HSPK I 
~ BUPATILEBON~ 

--H. ROSJONSYAH 

y 

JUMI.AH HAAc.4 
(lln) 

' 
13. JO 1.00 
24.17-1.1 S 
37.275,15 

l:l25.00 
2.611 I.ZS---

--19.602,00 
13.06800 
36.176.25 

73,451,40 / 


